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Village autonomy aims to narrow the development gap by strengthening
community participation, and its success is reflected in village budget
performance. However, it remains debated whether budget performance is
determined by community participation, and vice versa. This study evaluates
village budget performance and its relationship with community participation
in Bileon Village, Fautmolo District, South Central Timor Regency, East Nusa
Tenggara. Data were drawn from the 2019-2023 village budget (APBDes)
realization reports, particularly the Village Fund Allocation (ADD),
supplemented by a household survey and in-depth interviews. The average
independence ratio was 13.29 percent (very low), the effectiveness ratio 80.74
percent (moderately effective), and the efficiency ratio 70.08 percent
(efficient). The survey and root cause analysis indicate that low financial
independence is associated with limited participation, particularly among
poor households and women, in the planning, implementation, monitoring,
and evaluation of village development.
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Otonomi desa bertujuan mempersempit kesenjangan pembangunan
dengan memperkuat partisipasi masyarakat, dan keberhasilannya tercermin
dalam kinerja anggaran desa. Namun, masih diperdebatkan apakah kinerja
anggaran desa ditentukan oleh partisipasi masyarakat, dan sebaliknya.
Penelitian ini mengevaluasi kinerja anggaran desa dan keterkaitannya dengan
partisipasi masyarakat di Desa Bileon, Kecamatan Fautmolo, Kabupaten
Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Data bersumber dari laporan
realisasi APBDes, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD), periode 2019—
2023, yang dilengkapi survei rumah tangga dan wawancara mendalam. Rata-
rata rasio kemandirian sebesar 13,29 persen (sangat rendah), rasio efektivitas
80,74 persen (cukup efektif), dan rasio efisiensi 70,08 persen (efisien). Hasil
survei dan analisis akar masalah (root cause analysis) mengindikasikan
bahwa rendahnya kemandirian keuangan desa berkaitan dengan terbatasnya
partisipasi masyarakat, terutama rumah tangga miskin dan perempuan, dalam
perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan
desa.
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PENDAHULUAN

Desa adalah unit administratif terkecil di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem
pemerintahan dan memiliki otonomi dalam mengelola urusan pemerintahan (Wiharto et al., 2022).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, mengatur pengelolaan keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD). Ruang
lingkup ADD meliputi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur,
dan pemberdayaan masyarakat, dengan kewajiban menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, dan keadilan sosial dalam pengelolaannya (Nurwana & Purwanto, 2023).

ADD dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kegiatan prioritas di desa (Aisyah & Irham, 2022). Alokasi ini merupakan bagian dari perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut kemudian dibagikan secara proporsional kepada
desa-desa di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan (Budiati ef al., 2020). ADD berbeda dengan
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); keduanya, bersama
Pendapatan Asli Desa (PADes), menjadi sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes).

Isu strategis dari ADD adalah alokasi anggaran yang setiap tahun relatif terus meningkat, meski
implikasi yang dihasilkan tidak selalu berbanding lurus. Prinsip utama dari ADD adalah pemberian
kewenangan kepada desa untuk mengurus wilayahnya sendiri guna mencapai kesejahteraan bagi
penduduknya berdasarkan prinsip partisipatif (Yanto & Aqfir, 2021). ADD merupakan representasi dari
pelaksanaan otonomi desa yang bertujuan untuk mempersempit ketimpangan pembangunan melalui
penguatan partisipasi masyarakat. Indikator keberhasilan otonomi desa tercermin dari kinerja anggaran
desa (Ismail & Soleiman, 2020). Namun, sejauh ini masih menjadi perdebatan apakah kinerja anggaran
desa memang semata-mata ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan,
begitu pula sebaliknya. Perdebatan ini berdampak pada tata kelola dana desa yang rata-rata kurang
optimal, karena cenderung mengabaikan pentingnya partisipasi masyarakat lokal.

Temuan empiris menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa belum selalu
menunjukkan hasil yang sama. Listari et al. (2022) pada Desa Karangdagangan, Kabupaten Jombang,
menemukan pengelolaan keuangan yang efektif dan mandiri, tetapi masih kurang efisien. Kesaulya dan
Behuku (2023) pada Desa Allang, Kabupaten Maluku Tengah, juga menunjukkan bahwa efektivitas
belum selalu diikuti efisiensi yang baik. Sementara itu, Budiati et al. (2020) di Kabupaten Demak
menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa,
sedangkan Yanto dan Aqfir (2021) di Kabupaten Tolitoli menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan
tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kinerja anggaran dan partisipasi masyarakat belum
sepenuhnya konsisten.

Salah satu desa yang terus berupaya mengoptimalkan ADD adalah Desa Bileon, Kecamatan
Fautmolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kabupaten TTS mengalami guncangan ekonomi
yang cukup signifikan saat pandemi Covid-19, yang turut menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tekanan terhadap PAD tersebut mengindikasikan tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah,
yang pada akhirnya turut memengaruhi alokasi dan penggunaan dana di tingkat desa. Permasalahan ini
perlu mendapat perhatian, mengingat pembangunan desa di Provinsi NTT pada umumnya belum sejalan
dengan tingkat partisipasi masyarakat sebagai penopang utama keberhasilan otonomi desa.

Desa Bileon menjadi contoh konkret desa yang menghadapi tekanan finansial akibat situasi
tersebut. Di sisi lain, Desa Bileon memiliki potensi sumber daya alam, terutama di sektor pertanian
dengan beragam komoditas unggulan, yang seharusnya dapat menjadi sumber kekuatan otonomi desa
sekaligus menyumbang nilai tambah sektor pertanian di Kabupaten TTS.
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Dana desa di Desa Bileon, yang seharusnya menjadi instrumen penting untuk mendorong
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, saat ini diuji kinerjanya di tengah tekanan ekonomi, di
samping isu mengenai lemahnya partisipasi masyarakat. Permasalahan yang menjadi perhatian utama
adalah: (i) bagaimana kinerja Desa Bileon, yang memiliki potensi sumber daya alam, dalam mengelola

anggaran desa; dan (ii) bagaimana keterkaitan kinerja anggaran desa tersebut dengan tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Kinerja anggaran Desa Bileon diukur melalui rasio kemandirian, rasio
efektivitas, dan rasio efisiensi.

Rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan desa terhadap sumber pembiayaan dari
pihak luar, yaitu pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Listari et al., 2022).
Rasio ini tidak hanya menggambarkan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa, tetapi juga tingkat
partisipasi masyarakat dalam menyumbang pendapatan bagi pembangunan desanya. Semakin besar
kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes), semakin tinggi kemandirian desa dalam menjalankan
otonomi. Rasio efektivitas menilai sejauh mana realisasi pendapatan mampu mencapai target yang telah
ditetapkan (Listari et al., 2022). Sementara itu, rasio efisiensi mengukur sejauh mana anggaran desa
dimanfaatkan secara optimal tanpa pemborosan, dengan membandingkan realisasi belanja dengan target
pendapatan desa (Kesaulya & Behuku, 2023).

Kinerja anggaran desa yang baik tidak hanya dilihat dari capaian rasio keuangan, tetapi juga dari
kemampuan menghasilkan kualitas pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
Pembangunan partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam seluruh
tahapan pembangunan (Khairo & Busroh, 2023; Zaidir & Listiawan, 2020). Semakin tinggi keterlibatan
masyarakat dalam pengelolaan dana desa, semakin besar peluang terciptanya pembangunan yang sesuai
dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja anggaran Desa Bileon diperlukan
untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan desa, sekaligus menilai peran
pengelolaan anggaran dalam mendukung kualitas pembangunan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja anggaran
Desa Bileon, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dalam mengelola dana desa serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Dengan memahami fenomena ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih baik dalam
pengelolaan dana desa, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah daerah dan perangkat desa
dalam meningkatkan kinerja keuangan di masa depan, sekaligus mendorong percepatan otonomi desa
sebagai bagian dari upaya mencapai kualitas pembangunan yang demokratis.
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g i Research Gap

1. Kinerja anggaran desa belum mampu
mendorong  kualitas  pembangunan
partisipatif secara optimal.

2. Partisipasi masyarakat rendah sehingga
pembangunan tidak berjalan efektif dan
efisien.

3. Penelitian sebelumnya lebih banyak
menilai kinerja keuangan desa tanpa

Fenomena
e Desa Bileon memiliki potensi sumber daya yang tinggi, namun tingkat kesejahteraan
masyarakat masih rendah.
¢ Kinerja keuangan desa belum optimal, ditunjukkan oleh rata-rata rasio kemandirian
13,29%, rasio efektivitas 80,74%, dan rasio efisiensi 70,08%.
e Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan
evaluasi pembangunan masih rendah.

bmmT T T T s B - mengaitkannya  secara  mendalam
[TTTTTTTTTTTTTTTTTmomomomommmmmmmes ! | dengan kualitas pembangunan
' Grand Theory ! partisipatif dan akar permasalahan.
i Teori Otonomi Desa (Village !
E Autonomy Theory) H 1
! Otonomi desa memberikan E Ll e e i e e e
. kewenangan kepada desa untuk :—I 1
E mengelola sumber daya dan keuangan | e !
! secara mandiri guna mendorong E I Variabel Terikat (Y) |
. kemandirian  dan  kesejahteraan ! | : Variabel Bebas (X) Kualitas Pembangunan :
E masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014). E 1 : Kinerja Anggaran Desa Partisipatif !
|- ': (pengelolaan Alokasi Dana Desa/ADD) (Partisipasi Masyarakat Desa) i
Teori Pendukung 1 : Indikator: . 1
1. Teori Good  Governance | o . —_ Indikator: !
(transparansi, akuntabilitas, I ; &::;g g;::gsig;an 1. Partisipasi dalam :
partisipasi, efektivitas, 1 3' Rasio Efisiensi perencanaan '
efisiensi) (Fauziyah & - : : 2. Partisipasi dalam :
1

Febrianti, 2025)

2. Teori Pemberdayaan e
Masyarakat (Community Peneliti.an Terdahulu
Empowerment Theory):

e Penelitian sebelumnya berfokus pada rasio efektivitas atau efisiensi saja.
e Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kinerja keuangan desa dengan

= |

H H
pemberdayaan meningkatkan i E
H 1
E kualitas pembangunan partisipatif serta menganalisis akar penyebab rendahnya
i 1
’ :
E 1
H |

kapasitas masyarakat sehingga
masyarakat lebih aktif
berpartisipasi dan mendorong
keberhasilan pembangunan
desa.

Sumber: Data diolah, 2026

partisipasi masyarakat.
e Budiati et al. (2020): transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berpengaruh positif
terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Gambar 1
Kerangka Konseptual

Kerangka pikir penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja anggaran desa yang diukur melalui rasio
kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi memiliki keterkaitan dengan kualitas pembangunan
partisipatif yang tercermin dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, hingga evaluasi pembangunan desa. Hubungan tersebut berlandaskan pada Teori Otonomi
Desa sebagai grand theory yang menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan keuangan desa harus
mampu mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Teori Good Governance
dan Teori Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk menjelaskan bahwa tata kelola yang transparan,
akuntabel, efektif, dan efisien, disertai peningkatan kapasitas masyarakat, akan memperkuat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Berangkat dari fenomena belum optimalnya kinerja anggaran desa,
rendahnya keterlibatan masyarakat, serta masih terbatasnya penelitian yang menghubungkan kedua
aspek tersebut secara komprehensif, penelitian ini berupaya menganalisis keterkaitan antara kinerja
anggaran desa dan kualitas pembangunan partisipatif sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang
menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk
memperkuat implementasi otonomi desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-evaluatif dengan metode campuran, yaitu
analisis kuantitatif terhadap data sekunder keuangan desa yang dilengkapi dengan survei rumah tangga
dan studi kualitatif eksploratif. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan
mengidentifikasi dan menilai kondisi eksisting tata kelola dana desa dan tingkat partisipasi masyarakat
desa, sehingga membutuhkan indikator yang jelas. Sementara itu, rancangan eksploratif digunakan
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untuk memahami persoalan di lapangan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan

observasi terhadap pemerintah desa dan masyarakat Desa Bileon, Kabupaten Timor Tengah Selatan
(TTS).

Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Desa Bileon, Kecamatan Fautmolo, periode 2019-2023. Lokasi penelitian ditentukan secara
sengaja (purposive sampling). Desa Bileon dipilih karena dikenal sebagai desa penghasil komoditas
strategis yang berkontribusi terhadap nilai tambah sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten TTS. Kondisi
ini memungkinkan peneliti menganalisis lebih mendalam sejauh mana anggaran desa berkontribusi dalam
meningkatkan otonomi desa dan sejauh mana partisipasi masyarakat Desa Bileon berkaitan dengan
kualitas pengelolaan dana desa. Pendekatan yang mendalam diperlukan karena permasalahan serupa juga
dijumpai di banyak desa di wilayah Indonesia Timur. Isu utama yang melingkupi Desa Bileon adalah
rendahnya partisipasi masyarakat, yang diduga berimplikasi terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Proses analisis data, sebagaimana diuraikan oleh Yanto & Aqfir (2021), merupakan langkah untuk
menyusun data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat mengidentifikasi tema
dan merumuskan dugaan berdasarkan data yang ada. Penelitian ini berangkat dari perdebatan apakah
kinerja anggaran dana desa ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat desa. Untuk itu, kinerja
anggaran Desa Bileon terlebih dahulu dianalisis berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan
rasio efisiensi anggaran.

Rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan desa terhadap sumber pembiayaan dari
pihak luar, yaitu pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rasio ini dihitung
dengan rumus: Rasio Kemandirian = (PADes + Pendapatan Transfer) X 100%. Kriteria penilaiannya
disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Kriteria Rasio Kemandirian Anggaran Desa

Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan Kemampuan Anggaran
0-25 Instruktif Sangat Rendah
>25-50 Konsultif Rendah
>50-75 Partisipatif Sedang
>75-100 Delegatif Tinggi

Sumber: Halim (2007)

Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah desa mampu merealisasikan pendapatan
sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Rasio ini dihitung dengan rumus: Rasio
Efektivitas = (Realisasi PADes + Target PADes) x 100%. Kriteria penilaiannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Kfriteria Rasio Efektivitas Anggaran Desa

Efektivitas Anggaran (%) Kriteria
>100 Sangat Efektif
90-100 Efektif
80—<90 Cukup Efektif
60—<80 Kurang Efektif
<60 Tidak Efektif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (1996)

Sementara itu, rasio efisiensi menggambarkan sejauh mana anggaran desa dimanfaatkan tanpa
pemborosan. Rasio ini dihitung dengan rumus: Rasio Efisiensi = (Realisasi Belanja + Target Pendapatan
Desa) x 100%. Semakin kecil rasio, semakin efisien pengelolaan anggaran. Kriteria penilaiannya
disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3.
Kriteria Rasio Efisiensi Anggaran Desa

Efisiensi Anggaran (%) Kriteria
>100 Tidak Efisien
90-100 Kurang Efisien
80—<90 Cukup Efisien
60—<80 Efisien
<60 Sangat Efisien

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (1996)

Hasil perhitungan masing-masing rasio diperdalam dengan analisis skor rata-rata per kelompok
rumah tangga dan analisis akar masalah (root cause analysis). Analisis skor rata-rata per kelompok
rumah tangga digunakan untuk mengetahui: (i) dampak tata kelola ADD terhadap kemampuan
masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan; dan (ii) dampak ADD terhadap
kemampuan masyarakat desa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Responden
dikelompokkan menjadi rumah tangga golongan bawah, menengah, dan atas. Setiap aspek dinilai
dengan skor satu sampai dengan tiga. Skor satu berarti masyarakat tidak mampu melaksanakan aspek-
aspek pembentuk perencanaan pembangunan desa, yaitu: (i) perencanaan; (ii) pelaksanaan perencanaan;
dan (iii) pertanggungjawaban, sedangkan skor tiga berarti masyarakat mampu melaksanakan aspek-
aspek tersebut. Selanjutnya, analisis akar masalah digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan
utama dalam implementasi tata kelola ADD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peninjauan terhadap kinerja ADD di Desa Bileon, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS),
diperlukan untuk melihat kualitas tata kelola dan capaian pengelolaan otonomi desa. Indikator pertama
adalah rasio kemandirian, yang dihitung dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dibandingkan dengan
pendapatan transfer. Selama kurun waktu 2019-2023, rata-rata rasio kemandirian Desa Bileon sebesar
13,29 persen. Artinya, PADes hanya setara dengan sekitar 13 persen dari pendapatan transfer yang
diterima desa, atau sekitar 11,7 persen dari total pendapatan desa. Hasil ini menunjukkan bahwa Desa
Bileon masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan anggarannya.

Tabel 4.
Perhitungan Rasio Kemandirian Desa Bileon

2019 2020 2021 2022 2023
PADes 158.400.000 168.000.000 168.000.000 170.600.500 171.000.400
Pendapatan Transfer 1.253.678.467 1.256.754.654 1.256.754.654 1.260.400.456 1.260.400.457
Rasio Kemandirian 12,63% 13,37% 13,37% 13,54% 13,57%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapang

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Desa Bileon belum mampu merencanakan dan
mengoptimalkan pendapatan asli desa dengan baik. Berdasarkan kriteria pada Tabel 1, rasio
kemandirian Desa Bileon termasuk kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif (0-25
persen), yaitu kondisi ketika desa belum mampu melaksanakan otonomi secara mandiri sehingga peran
pemerintah supradesa masih dominan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat potensi Desa
Bileon yang cukup besar di sektor pertanian. Optimalisasi pendapatan desa hanya dapat tercapai apabila
perencanaan dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. Temuan ini berbeda dengan Listari et al.
(2022) yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pengelolaan keuangan desa berada pada kategori
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tinggi, sedangkan Desa Bileon masih berada pada kategori sangat rendah dengan pola hubungan
instruktif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan desa dalam mengoptimalkan sumber
pendapatan sendiri sangat menentukan tingkat kemandirian keuangan desa.

Indikator kedua adalah rasio efektivitas yang dihitung dari realisasi PADes dibandingkan dengan
target yang ditetapkan pemerintah desa. Selama kurun waktu 2019-2023, rata-rata rasio efektivitas di
Desa Bileon sebesar 80,74 persen. Berdasarkan kriteria pada Tabel 2, capaian ini termasuk kategori
cukup efektif, tetapi realisasi PADes masih berada di bawah target sehingga tujuan yang telah ditetapkan
belum sepenuhnya tercapai. Tujuan utama dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa, baik dalam bidang pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan
ekonomi desa (Rahayu et al., 2022). Masih terdapat selisih yang cukup lebar antara target dan realisasi
pendapatan. Beberapa persoalan yang diduga menjadi penyebab belum optimalnya rasio efektivitas di
Desa Bileon adalah: (i) kurang terkelolanya potensi sumber daya lokal; (ii) kapasitas tata kelola
pemerintahan yang kurang optimal; dan (iii) kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan serta
pengawasan pengalokasian dana desa.

Tabel 5.
Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Bileon

2019 2020 2021 2022 2023
Realisasi PADes 158.400.000 168.000.000 168.000.000 170.600.500 171.000.400
Target PADes 198.500.000 199.600.000 210.500.000 213.500.000 213.750.000
Rasio Efektivitas 79,80% 84,17% 79.,81% 79.91% 80,00%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapang

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan desa dalam merealisasikan target pendapatan yang
telah ditetapkan, sehingga efektivitas yang baik mencerminkan perencanaan yang mampu
diimplementasikan dengan baik. Selama periode 2019-2023, realisasi PADes Desa Bileon selalu berada
di bawah 100 persen dari target. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan, termasuk
penetapan target yang realistis dan sejalan dengan potensi desa. Pemerintah Desa Bileon perlu
memetakan kembali potensi desa agar target yang direncanakan dapat tercapai. Temuan ini berbeda
dengan Nurwana & Purwanto (2023) yang menemukan bahwa rasio efektivitas pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Desa Leppangeng, Kabupaten Bone, mencapai rata-rata 100 persen dan termasuk kategori
efektif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Desa Bileon masih perlu memperkuat perencanaan dan
optimalisasi potensi PADes agar realisasi pendapatan dapat lebih mendekati target yang telah
ditetapkan.

Indikator ketiga adalah rasio efisiensi yang dihitung dari realisasi belanja dibandingkan dengan
target pendapatan desa. Selama kurun waktu 2019-2023, rata-rata rasio efisiensi di Desa Bileon sebesar
70,08 persen. Berdasarkan kriteria pada Tabel 3, nilai ini termasuk kategori efisien, yang berarti realisasi
belanja desa masih berada di bawah target pendapatan. Namun, rasio efisiensi yang tinggi tidak selalu
mencerminkan tata kelola yang optimal, karena dapat pula menunjukkan bahwa dana yang telah
dialokasikan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang maksimal atau tujuan yang
telah ditetapkan (Kesaulya & Behuku, 2023). Hasil perhitungan menunjukkan perlunya optimalisasi
pemanfaatan anggaran dan PADes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bileon serta
mendukung tujuan dana desa, yaitu mengoptimalkan potensi desa sebagai penopang ekonomi
masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut secara lebih mendalam, dipetakan beberapa akar
masalah yang diduga menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan anggaran di Desa Bileon, yaitu: (i)
perencanaan yang kurang matang; (ii) pelaksanaan yang tidak tepat; (iii) pengawasan yang lemah; (iv)
keterbatasan kapasitas aparatur desa; dan (v) kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan
penganggaran.

Perencanaan pembangunan menjadi salah satu fondasi penting dalam tata kelola anggaran dana
desa, mulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah desa yang diintegrasikan dengan rencana kerja
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pemerintah daerah hingga dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa. Proses tersebut
melibatkan partisipasi masyarakat sehingga diperlukan survei yang mendalam untuk menilainya
(Amane et al., 2022). Pengumpulan informasi di lapangan penting dilakukan untuk menentukan sejauh
mana partisipasi masyarakat mendukung kualitas pengelolaan anggaran dana desa, mengingat masih
banyak anggaran dana desa yang belum terserap. Tabel 6 memperlihatkan dampak ADD terhadap
kemampuan penyusunan perencanaan pembangunan. Skor yang mendekati tiga menunjukkan bahwa

masyarakat telah mampu melaksanakan penyusunan perencanaan, sedangkan skor yang mendekati satu
menunjukkan bahwa masyarakat belum mampu melaksanakan aspek tersebut. Berdasarkan hasil survei,
seluruh kelompok rumah tangga memiliki skor sosialisasi yang relatif tinggi (2,58-2,73), yang
menunjukkan bahwa program ADD secara umum telah dipahami dengan cukup baik. Rumah tangga
golongan bawah (2,68) dan golongan atas (2,73) memiliki skor di atas rata-rata seluruh responden (2,63),
sedangkan rumah tangga golongan menengah memiliki skor terendah (2,58).

Tabel 6.
Dampak ADD Terhadap Kemampuan Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Item Kel. I: Kel. II: Kel. I11: Rata-Rata Seluruh
RT Bawah RT Menengah RT Atas Responden
Sosialisasi 2,68 2,58 2,73 2,63
Tingkat Partisipasi 2,68 2,70 2,73 2,70

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapang

Pada aspek tingkat partisipasi, skor seluruh kelompok juga relatif tinggi (2,68-2,73). Rumah
tangga golongan bawah memiliki skor sedikit di bawah rata-rata (2,68 dibandingkan 2,70), sedangkan
rumah tangga golongan menengah dan atas masing-masing sebesar 2,70 dan 2,73. Perbedaan
antarkelompok ini relatif kecil, tetapi mengindikasikan bahwa tata kelola ADD belum sepenuhnya
mampu mendorong partisipasi rumah tangga miskin dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat miskin, termasuk perempuan,
masih terbatas. Hal ini penting karena salah satu prioritas ADD adalah mengurangi angka kemiskinan
di desa sebagai bagian dari percepatan rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Perencanaan desa harus dapat mengintegrasikan visi dan misi pemerintah desa serta
menyinkronkan setiap dokumen perencanaan untuk memastikan program tepat sasaran sesuai dengan
tujuan (Sukriyono, 2019). Perencanaan desa juga harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah
maupun pusat, schingga RPJMDes dan RKPDes perlu disusun secara harmonis agar program dapat
dijalankan sesuai dengan tujuan desa. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, yang menghasilkan kebijakan strategis mulai dari penyaluran dana desa yang bersumber
dari APBN hingga penguatan otonomi desa. Salah satu faktor penting dalam undang-undang ini adalah
keterlibatan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk
meningkatkan potensi lokal desa (Anzari et al., 2022).

Berdasarkan hasil survei (Tabel 7), proses pelaksanaan tata kelola ADD menurut rumah tangga
golongan bawah dan menengah sudah baik, dengan skor 2,79 dan 2,78, yaitu lebih besar atau sama
dengan rata-rata (2,78). Sementara itu, proses pelaksanaan menurut rumah tangga golongan atas sedikit
lebih rendah, dengan skor 2,73. Pada aspek mutu pelaksanaan, kemampuan pemerintah desa dalam
mengakomodasi kepentingan lokal, dan upaya memberikan insentif dalam menemukan potensi lokal,
penilaian rumah tangga golongan bawah dan atas sudah baik karena skornya lebih tinggi dari rata-rata.
Sebaliknya, penilaian rumah tangga golongan menengah pada keempat aspek pelaksanaan tersebut
berada di bawah atau sama dengan rata-rata.
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Tabel 7.
Dampak ADD Terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Item Kel. I: Kel. II: Kel. I1I: Rata-Rata Seluruh
RT Bawah  RT Menengah  RT Atas Responden

Proses pelaksanaan 2,79 2,78 2,73 2,78

Mutu pelaksanaan 2,79 2,66 2,73 2,70
Kemampuan pemermtah desa dalam 2.90 2.70 2.90 2,78
mengakomodasi kepentingan lokal

Upaya membenkan. insentif dalam 2.90 2.82 2,90 2.85
menemukan potensi lokal

Dampak peningkatan kualitas SDM 2,57 2,79 2,40 2,63
Dampak perluasan lapangan kerja 2,23 2,46 1,90 2,33

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapang

Pada aspek dampak, ADD belum memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kualitas
SDM dan perluasan lapangan kerja bagi rumah tangga golongan bawah dan atas. Skor rumah tangga
golongan bawah (2,57 dan 2,23) dan golongan atas (2,40 dan 1,90) berada di bawah rata-rata (2,63 dan
2,33), dengan skor terendah pada dampak perluasan lapangan kerja bagi rumah tangga golongan atas.
Sebaliknya, rumah tangga golongan menengah memberikan skor di atas rata-rata (2,79 dan 2,46). Secara
umum, tata kelola ADD di Desa Bileon, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), belum sepenuhnya
melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam mewujudkan good governance (Junaedi, 2022).

Hasil pendalaman terhadap pelaksanaan ADD di Desa Bileon, Kabupaten Timor Tengah Selatan
(TTS), mengindikasikan bahwa pemberian kewenangan pembangunan kepada desa dapat menunjang
pembangunan. Namun, pelaksanaan tata kelola ADD belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya
dalam melibatkan partisipasi masyarakat desa. Tata kelola ADD terdiri atas tiga tahap, yaitu: (i) tahap
inisiasi dan pengusulan; (ii) tahap penganggaran dan pelaksanaan; dan (iii) tahap pemantauan dan
evaluasi. Berdasarkan hasil root cause analysis, permasalahan tata kelola ADD dapat dibedakan menjadi
empat aspek.

Pertama, masih terbatasnya besaran pendapatan asli desa akibat belum dikelolanya sumber daya
lokal secara optimal. Desa belum mampu menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber
lokal, padahal sumber daya yang dimiliki sangat besar. Terdapat kesenjangan yang lebar dalam
memanfaatkan sumber daya lokal bagi peningkatan pendapatan asli desa. Beberapa persoalan yang
diduga menjadi akar masalah rendahnya rasio kemandirian di Desa Bileon adalah: (i) masih rendahnya
kualitas SDM lokal; (ii) kurangnya inovasi dalam tata kelola ADD; dan (iii) kurang optimalnya
kesadaran dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan ADD.

Kedua, masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat miskin dan perempuan. Temuan lapang
menjelaskan bahwa kurang berpartisipasinya golongan masyarakat miskin dan perempuan dalam tata
kelola ADD disebabkan adanya anggapan yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat miskin dan
golongan perempuan ‘“‘sulit untuk maju”. Padahal, partisipasi masyarakat miskin dan perempuan
merupakan hal paling mendasar agar dapat mewujudkan kemandirian desa (Putra, 2015).

Ketiga, kepentingan individu atau kelompok kecil masih lebih dominan. Kenyataannya, kondisi
sosial masyarakat di Desa Bileon sangat beragam, mulai dari wilayah yang mayoritas pribumi atau
pendatang (eks-transmigran), sehingga banyak aspek hubungan sosial yang hingga sekarang belum bisa
disentuh oleh program ADD, seperti dominannya elite desa, kuatnya hubungan patron-klien, dan
rendahnya keberanian dan kepercayaan diri warga miskin.

Keempat, keterbatasan dalam kemampuan tertib administrasi. Kondisi ini lebih kepada aspek non
teknis yang terkait dengan penataan administrasi penggunaan dana ADD. Misalnya pada Penyusunan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang masih belum dikuasai secara mendalam oleh penyelenggara
pemerintahan desa. Artinya, dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat terdapat
adanya proses yang terputus, karena kemampuan program yang terbatas dalam penyusunan RAB. Hal
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ini lebih disebabkan masih relatif rendahnya kemampuan SDM masyarakat desa dalam mengelola tertib
administrasi.

Keempat permasalahan tersebut merupakan hambatan dalam melaksanakan pemberdayaan dalam
program pembangunan desa. Dikhawatirkan, beberapa komponen penting dari aspek pemberdayaan
akan terhambat, seperti fase inisiasi, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris. Selain itu, keempat
permasalahan merupakan tantangan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, yang terdiri dari tiga
komponen, yaitu tata kelola (governance); kapasitas lokal (local capacity); dan kearifan lokal (local
wisdom) (Nurwana & Purwanto, 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran Desa Bileon selama periode 2019-2023
belum optimal dalam mendukung otonomi desa. Rata-rata rasio kemandirian sebesar 13,29 persen
termasuk kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, sehingga desa masih sangat
bergantung pada pendapatan transfer. Rata-rata rasio efektivitas sebesar 80,74 persen termasuk kategori
cukup efektif, tetapi realisasi PADes selalu berada di bawah target. Rata-rata rasio efisiensi sebesar
70,08 persen termasuk kategori efisien, tetapi sekaligus mengindikasikan bahwa anggaran belum
sepenuhnya dimanfaatkan. Hasil survei rumah tangga menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelaksanaan
ADD dinilai relatif baik, tetapi dampaknya terhadap peningkatan kualitas SDM dan perluasan lapangan
kerja masih rendah, serta partisipasi rumah tangga miskin dan perempuan masih terbatas. Hasil root
cause analysis mengidentifikasi empat akar masalah, yaitu terbatasnya PADes, rendahnya partisipasi
masyarakat miskin dan perempuan, dominasi kepentingan individu atau kelompok kecil, dan lemahnya
kemampuan tertib administrasi. Dengan demikian, kinerja anggaran Desa Bileon berkaitan erat dengan
kualitas partisipasi masyarakat dan kapasitas tata kelola desa, meskipun penelitian ini belum dapat
memastikan arah hubungan sebab-akibat di antara keduanya.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: (i) pemerintah Desa
Bileon perlu mengoptimalkan PADes melalui pengembangan potensi pertanian dan penguatan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes); (ii) penetapan target PADes perlu didasarkan pada pemetaan potensi desa
yang realistis; (iii) pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan dan pelatihan bagi aparatur
desa, khususnya dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tertib administrasi; dan (iv)
musyawarah desa perlu dirancang lebih inklusif agar rumah tangga miskin dan perempuan terlibat aktif
dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penelitian ini memiliki
keterbatasan karena hanya mencakup satu desa dengan pendekatan deskriptif sehingga hasilnya belum
dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya disarankan mencakup lebih banyak desa di Kabupaten
Timor Tengah Selatan dan menggunakan metode yang memungkinkan pengujian hubungan antara
kinerja anggaran desa dan partisipasi masyarakat, termasuk mekanisme peningkatan kapasitas lokal dan
kearifan lokal melalui pemberian otonomi desa.
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